PELAKSANAAN MUTASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN 

DAERAH KABUPATEN MUNA)

La ode Idil Trianto
 H. Mustakim

Sartono

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administasi 

Universitas Halu Oleo Kendari
(idulijazah@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan mutasi pegawai yang dilakukan oleh pimpinan dapat meningkatkan produktivitas serta prestasi kerja pegawai  dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang diembannya demi tercapainya tujuan dari organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja pegawai yang telah dilakukan apakah sudah efektiv atau belum. Tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan dianalisis menggunakan cara kualitatif deskriptif, dimana data yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan tabulasi data dan dipresentasikan kemudian diinterprestasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi telah dilakukan dengan baik oleh pimpinan.Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan mutasi dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil kerja dari para pegawai.Serta sebelum pelaksanaan mutasi telebih dahulu dilakukan analisis tingkat kepangkatan atau golongan pegawai, latar belakang pendidikan, serta prestasi yang telah dicapai oleh pegawai dalam bekerja guna mencegah terjadinya mutasi yang tidak dapat meningkatkan produktivitas kerja para pegawai.Dan kinerja para pegawai sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan ketepatan waktu pegawai dalam bekerja dan penggunaan alat kerja secra maksimal.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peranan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia secara efektiv merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, keberhasilan atau kemunduran suatu organisasi tergantung pada keahlian dan keterampilan pegawainya masing-masing yang bekerja di dalamnya. Salah satu bentuk lain terhadap pembinaan pegawai negeri sipil adalah mutasi sebagai penjelmaan atau perwujudan dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun beberapa alasan pelaksanaan mutasi kepada pegawai negeri sipil (Wursanto, 2007 : 66) yaitu: (1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dibagi atau unit yang kekurangan tenaga, tanpa merekrut tenaga dari luar. (2) Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-masing. (3) Memberi motivasi kepada pegawai. (4) Membatasi rasa bosan pegawai kepada pekerjaan, jabatan, tempat yang sama.

Dalam pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang objektif mengingat sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.Semangat kerja para pegawai negeri sipil juga dapat menurun apabila pihak atasan tidak memperhatikan kepentingan para bawahan. Beberapa Institusi Pemerintah Daerah bahkan dinilai belum memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu netralitas dalam menerapkan kebijakan mutasi pegawai ASN.Mengacu pada Surat Instruksi Mendagri Nomor 820/6040/SJ menegaskan bahwa penjabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Mutasi Mengacu Pada UU ASN .UU ASN No. 5 Tahun 2014 yang sudah berlangsung sejak ditetapkan tiga tahun lalu merupakan sebuah dasar hukum (basic legal) untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan manajemen kepegawai terutama pada proses mutasi pegawai ASN. Implikasi dari UU ASN ini, pegawai akan dipacu untuk siap menghadapi perubahan dan hal ini tentu dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. 

Pelaksanaan mutasi yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna sudah sesuai dengan koridor atau ketentua-ketentuan hukum yang berlaku.Dimana mutasi dilakukan agar meningkatkan efektivitas pelayanan dan kinerja para pegawai.Hal ini dikarenakan pemerintahan dalam artian Pegawai Negri Sipil merupakan palayan masyarakat (publick service) yang harus bekerja sesuai dengan tempat, minat dan skill masing-masing pegawai agar efisiensi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mutasi atau perpindahan pegawai adalah hal yang biasa dan lumrah di lingkungan PNS, baik mutasi pensiun maupun mutasi/perpindahan kantor/tempat kerja. Jika melihat rekam jejak mutasi pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna, sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2015 telah dilakukan mutasi sebanyak 3 kali. Dimana pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali mutasi dan jumlah pegawai yang dimutasi berjumlah 2 (dua) orang. Mutasi gelombang pertama dilakukan pada tanggal 22 agustus dengan jumlah pegawai sebanyak satu orang.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pelaksanaan

Handayaningrat (1982:26) mengatakan penggerakan atau pelaksanaan adalah suatuusaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasiannya. Sedangkan menurut Poerwadaminata (1982:553) dalam kamus besar Bahas Indonesia pelaksanaan berarti perihal (perbuatan usaha atau melaksanakan rancangan) atau dalam pengartian lain pelaksanaan sama dengan application yaitu suatu kata dengan perbuatan.
B. Konsep Mutasi

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Daryanto (2013:41) “mutasi adalah suatu kegiatan rutin dari suatu perusahaan untuk dapat melaksanakan prinsip ‘the right men on the right place”.Sedangkan menurut Moekijat (2010: 112) mutasi adalah suatu perubahan dari suatu jabatan dalamsuatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas yang lain yang tingkatnya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah (yang tingkatnya sama) dalam rencana gaji. Menurut Siswanto (2002:211) bahwa mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status ketenagakerjaan ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan dapat memberi prestasi yang semaksimal mungkin kepada organisasi.  
C. Konsep Kinerja Pegawai 

Prawirosentana (2003:173) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral dan etika. Sedangkan Thomson dalam Dwiyanto (2002:71) mengemukakan kinerja adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk kuantitas output, jangka waktu outpot kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif. 

Selanjutnya Santoso (2002:49) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut : Pertama, Produktivitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi atau ketepatan waktu dalam bekerja, tetapi juga efektivitas pelayanan yang berupa penggunaan alat kerja secara maksimal.Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara intup dan output.Kedua, Kualitas Pekerjaan Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai standar dan berkualitas tinggi, sehingga memuaskan public dan organisasi yang bersangkutan. Salah satu tujuan pelaksanaan mutasi kerja adalah untuk mengusahakan orang tepat pada tempat yang tepat “the right man on the right place”. Dengan demikian akan dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Nitisemo ( 1983:162 ) mengatakan hubungan mutasi kerja dengan semangat kerja adalah dengan jalan mutasi kerja, maka akan dapat meningkatkan semangat kerja dan kegairahan kerja.Menurut Siswanto (2002:211) menyatakan bahwa mutasi atau pemindahan adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan, sehingga tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh semangat kerja dan prestasi kerja yang semaksimal mungkin.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksankan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna. Alasan pemilihan di BKD Kab.Muna yaitu karena penulis ingin mengetahui secara spesifik alasan-alasan yang mendasar terhadap mutasi pegawai yang dilakukan pada Badan tersebut. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2003:271). Populasi yang akan ditarik dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna yang berjumlah 49 orang. Adapun penarikan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan total sampling yaitu mengambil keseluruhan pegawai yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna. Sampel penelitian, juga ditetapkan informan yaitu 2 orang informan yang diyakini dapat memberikan informasi/data terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun informan tersebut adalah Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Kepala Sub Bidang Promosi dan Mutasi Jabatan.
Adapun jenis data yakni : Pertama, data kualitatif merupakan data pokok yang diperoleh berdasarkan bahan informasi atau temuan yang tidak berbentuk statistik dan hanya menggambarkan gejala sosial berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kedua, Data kuantitatif merupakan data pendukung yang diperoleh dilokasi penelitian dalam bentuk angka, dalam hal ini hanya sebatas usia informan, tanggal lahir informan, dan jumlah informan dalam penelitian. sera sumber data terdiri dari : Pertama, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian atau merupakan hasil observasi dan wawancara dengan informan serta dokumentasi terhadap informan penelitian dan merupakan data pokok dalam penelitian ini. Kedua, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, literature, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara : a). Data Kepustakaan, b). Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan cara sebagai berikut : 1). Wawancara, 2). Kuesioner, 3). Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini, baik data primer maupun  data sekunder akan diolah secara kuantitatif dan dianalisis menggunakan cara kualitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan tabulasi data dan dipresentasikan kemudian di interprestasikan.

HASIL PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Mutasi
1. Mutasi Atas Keinginan Pegawai (Individu)

Pelaksanaan mutasi dalam menunjang peningkatan kinerja pegawai dapat dikatakan sebagai promosi pegawai. Mutasi dalam hal promosi merupakan perpindahan dari suatu pekerjaan kepekerjaan lain yang tanggung jawabnya sama atau bahkan lebih besar, tingkatannya dalam hirarki jabatan bisa lebih tinggi pula. Organisasi pada umumnya memiliki dua indikator utama dalam mepertimbangkan seseorang dimutasi atau sebuah promosi, yaitu karena pegawai ingin mendapatkan suasana kerja baru dan dikarenakan pegawai tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna, tentang mutasi pegawai karena ingin mendapatkan suasana kerja baru, bahwasanya pegawai cenderung menginginkan dirinya agar dimutasi demi mendapatkan suasana kerja baru agar produktivitasnya dalam bekerja dapat ditingkatan lagi. Namun terdapat pula alasan lain agar pegawai dimutasi, yaitu karena pegawai yang bersangkutas tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain. Hal ini juga merupakan pertimbangan penting mengapa pegawai menginginkan dirinya agar dimutasi. Jika pegawai tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lainnya, maka hal ini dapat menggangu kinerja dari pegawai itu sendiri dan akan merugikan bagi organisasi. 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna, tentang pelaksanaan mutasi karena tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, bahwasanya pelaksanan mutasi atas keinginan pegawai memiliki beragam alasan-alasan yang mendasar.Tetapi mutasi pegawai tidak dapat dengan mudah dilakukan begitu saja.Pimpinan harus mengetahui alasanya dengan pasti serta jelih mengamati dan melihat apakah syarat-syarat pegawai yang hendak dimutasi sudah terpenuhi atau belum.Perlu pula ditegaskan lagi bahwa dilakukannya mutasi agar pegawai yang dimutasi dapat bekerja lebih giat dan meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja.Jika mutasi dilakukan dengan pertimbangan yang kurang matang maka tidak menutup kemungkinan organisasi tersebut justru tidak berkembang.
2. Mutasi Kehendak Pimpinan

Mutasi pegawai dengan alasan dasar Alih Tugas Produktif (ATP) merupakan kehendak pimpinan organisasi untuk meningkatkan produktifitas dengan menempatkan pegawai yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan (sesuai dengan kompetensi yang dimiliki).Mutasi alih tugas produktif (ATP) bisa dilakukan sebagai bentuk promosi bagi pegawai ke jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya karena telah berprestasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna, tentang indikator mutasi alih tugas produktif karena ingin memberikan kesempatan pada bawahan agar bekerja sesuai skill yang dimilikinya, bahwa peran pimpinan dalam sebuah organisasi sangat besar. Maju dan tidaknya suatu organisasi tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Namun terdapat pula indikator lain dalam pelaksanaan mutasi atas kehendak pimpinan atau alih tugas produktif, yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kedua indikator antara mutasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan kesempatan pegawai agar bekerja pada skill atau bidang keahliannya dan mutasi yang dilakukan pimpinan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan sangat erat kaitannya. 
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna, tentang pelaksanaan mutasi oleh pimpinan karena ingin meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, bahwasanya pimpinan adalah aktor utama dalam sebuah organisasi, dan seorang pimpinan harus dapat memaksimalkan semua sumber daya manusia (SDM) yang ada demi tercapainya cita-cita dan tujuan dari organisasi itu sendiri dengan cara pelaksanaan mutasi secara konperehensif dan berdaya saing.
B. Kinerja Pegawai

1. Produktivitas Kerja

Produktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lebih mengarah kehasil atau prestasi-prestasi dari kinerja pegawai. Produktivitas kerja pegawai sangat penting dalam sebuah organisasi, sebab dengan produktivitas kerja yang tinggi dari para pegawai akan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnnya. berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna, tentang ketepatan waktu pegawai dalam bekerja, bahwa sebagian besar responden menyatakan selama jam kerja pegawai selalu ada dikantor atau bekerja dengan tepat waktu dan dapat menyelesaikan tugas-tugas kantor dengan baik dan sesuai dengan harapan pimpinan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan ketepatan waktu dalam bekerja  yang dilakukan oleh pegawai dapat dikategorikan sebagai hal yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan organisasi. 
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna tentang penggunaan alat kerja secara maksima, bahwa pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna sangat produktif dalam bekerja, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan ketepatan waktu pegawai dalam bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya, serta penggunaan alat kerja secara efektiv dan semaksimal mungkin yang dilakukan oleh para pegawai.
2. Kualitas Pekerjaan
Kualitas kerja merupakan suatu tolak ukur yang akan dilakukan oleh seorang mimpinan untuk mengetahui hasil kerja dari pegawai sudah cukup memuaskan atau belum. Dengan kualitas kerja karyawan yang tinggi diharapkan mampu untuk mendongkrak atau mendorong suatu organisasi dapat lebih maju.Setiap karyawan dalam sebuah organisasi dituntut untuk mampu menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan pimpinan dengan berdasarkan prosedur dan pedoman kerja yang ditetapkan agar mencegah atau meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna tentang kualitas pekerjaan, bahwa kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna sudah sangat baik. Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat terselesaikan dengan cepat.Tidak hanya itu saja, tetapi juga mampu memberikan rasa puas terhadap masyarakat luas atas pelayanan yang diberikan. Namun selain pekerjaan yang dilakukan harus mampu memberikan kepuasan terhadap publik dan organisasi, terdapat pula indikator lain dalam dimensi kualitas pekerjaan. 
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna tentang pekerjaan yang dilakukan harus berkualitas tinggi, bahwa kualitas pekerjaan para pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna sudah sangat produktif dan berkualitas tinggi. Ini dapat dibuktikan dengan penggunaan fasilitas-fasilitas kantor secara efektiv dan maksimal serta sumber daya manusianya memiliki daya saing yang tinggi dalam bekerja. Selain itu juga tingkat disipil pegawai yang ada cukup menunjang tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan dengan baik oleh pimpinan. Hal ini dapat dilihat dengan pelaksanaan mutasi dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas atau hasil kerja dari para pegawai. Sebelum pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh pimpinan, terlebih dahulu dilakukan analisis tingkat kepangkatan/golongan pegawai, latar belakang pendidikan, serta prestasi pegawai dalam bekerja guna mencegah terjadinya mutasi yang tidak dapat meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Hal ini menjadi pertimbangan utama oleh pimpinan untuk memajukan organisasi dan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna sangat baik dan produktif. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan alat kerja secara maksimal dan ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan sudah sangat baik.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis ajukan yaitu :

1. Pelaksanaan mutasi yang hendak dilakukan oleh pimpinan tidak boleh didasarkan atas pertimbangan yang kurang matang. Karena jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan organisasi tersebut malah tidak berkembang
2. Pelayanan dan kinerja serta penggunaan fasilitas kantor yang digunakan oleh para pegawai agar dapat terus dipertahankan atau sebisa mungkin ditingkatkan lagi.
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